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Aksi Main Hakim Sendiri Meningkat

DPR: Hapus Budaya Nelerasan

Senayan menyoroti meningkatnya kasus kekerasan
dan aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah dalam
beberapa waktu terakhir. Untuk itu, DPR mendesak
negara untuk segera mengambil langkah tegas dalam
menegakkan hukum serta melindungi masyarakat.

ANGGOTA Komisi XIIT DFR
Ricke Diah Pitaloka mengatakan,
serangkatan peristiwa tragis
yang menelan korban jiwa ini
merupakan alarm keras tindakan
kekerasan tidak boleh dibiarkan
berakar. Negara tidak boleh mem-
biarkan kekerasan menjadi budaya
dlalam kehicupan bermasyarakat.

Dalam negara hukum, tegas
Ricke, segala permasalahian waih
diselesakan melalut mekanisme
perailan yang adil, bukan melah
ks balas dendam atau penghuku-
man sepihak oleh massa. "Ketka
masyarakal mulai kehilangan ke-
percayaan terhiadap proses hukum,
ruzng bagt kekerasan akan sermakin
terbuka dan pada akhimya mengan-
cam persatuan bangsa, tegastya di
Jakcarta, Rabu (29/7/2026)

Ricke merinci sedikitnya ada
ennpal peristiva Lragis yang lerjadi
secara beruntun peda rentang wakty
24-26 Juli 2026. Pertama, lewas-
Ty Scorng petugas keamanan di
Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Baral
(Jaber) akdbt duggan penganiayaan
setelahmenegursehelompok pem-
dha Kedug, ewasnyaseorang terduga
pencurt ayem akibat pengeroyokan
massa di Tabanan, Bali

Ketiga, meninggalnya scoring
terduga pencuri sepeda motor
akibat aksi main hakim sendirt di
Bahodopi, Morowali, Sulawesi
Tengah. Terakbir. bentrokan an-
tarwarga di kawasan perbatasan
Menteng-Matraman, Jakirta, yang
juga menimbulkan korban fiwa,

Menrumya, stabilies nasional
henya bisa dijaga melalui pene-

gakan hukom yang-berkeadilan,
penguatan solidarifas sosal, serta
kehadiran nyala negara di rengah
rakyal. Karena kekerasan tidek
pemah menyelesaikan persoalan.
"Sebaliknya, kekerasan hanya
mielahirken korber bare, memyper-
panjang konflk, dan memperdakim
Ik sosfal,” kata potitist PDIP ind.
Untuk itu, Ricke menyampeikan
tiga rekomendasi konkeet hepada
Pemerintah untuk mencegah mefu-
atsitpa ancaman erscbut. Pertamg,
penegakan hukum yang tegas.
Aperat pencgzak hukum kudu me-
nindak seluruh pelaku kekerasa so-
car profesional dan (anpa pandang
bl demi memulikan kepercavain
publik terhadap supremast bukum,
Kedua, pencegahan dini dan
penguatan dizlog, Perkual lang-
kah-langkah pencegahan konflik
melalui edukasi toleransi, ruang
dialog publik, penyelesaian kon-
flik damai, serta mitigasi penyeb-
aran provokas, ujaran kebencian,
tlan narasi pemecah belah.
Ketiga, perlindungan dan

pemulihan korban, Caranya
dengan menghadirkan perlin-
dungan serta pemulihan me-
nyeluruh bagt korban dan warga
terdampak. Beri pendampingan
Bk, rehabilitasi psikososial,
pemulifan ekonomi, dan jami-
nan keamanan kelompok rentan.
Ricke berharap, peringatan
Hari Kemerdekaan Republik In-
donesta menjadi pengingat kolek-
(il kemerdekaan harus senantiasa
diiringi oleh jaminan rasa aman,
perlindungan hukum, dan keadil-
in biapi setiap warga negera. -
donesta tidak boleh membiarkan
kekerasan menjadi bagian dari
kehidupan schari-hari
"Persatuan nasional, penghor-
miatan (erhedap hak asasi mamusia,
supremasi hukum, dan musya-
wargh harus letap menjadi fon-
dasi utama dalam menyelesaikan
seliap persvalin bangs menuju
Indonesia vang adil, amen, dan
bermartabal," tandasnya.
Angoota Komisi VITDPR M-

mian Tmamul Hag menambahikan,

aksi main hakim sendiri maupun
bentrokan antarkelompok menun-
jukkan masih adanya celah yang
dapat memicu konflik sostal. Kare-
md itu, Pemerintah diminta meli-
batkn organisasi kemasyarakatan
(ormas) dalem upaya mencegah dan
menangani konflik horzontal vang
marak lerjadi i sejumlah daerah,

Jatuhmya korban jiwa dalam
konflik horisontal vang terjadi
menjadi indikator mekanismeres-
olusi konfhik di ingkat masyarakal
masih perlu diperkuat," kata Ma-
man di Jakarta, Rabu (28/7/2026).

Menurut Maman, Pemerintah
mermbutuhkanelemen masyaraket
sipil dalam membantu mencip-
Lakan situasi kondusil di tengah
masyarakal. Pemerintah tidak cu-
kup hanya dengan mengandalkan
aparat pencgak hukum dalam
membangun perdamatan sosial.
Libatkan juga unsur masyarakal
sipil, termasuk ormas karena
memiliki rekam jejak bermanfaat
Kepada brangsa dalam menjalankan
[ungsinya. W TIF
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